5.1

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Strategi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Infastruktur

Pendidikan Sekolah Dasar Di Kota Mataram tahun 2021-2023 adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan mutu di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak

5.2

bagi perwujudan eksistensi Pendidikan dalam dinamika keragaman social
dan budaya. Mutu Pendidikan dilihat dari meningkatnya Pendidikan
karakter yang meliputi keteguhan iman dan Takwa, etika, Wawasan
kebangsaan, dan kualitas jasmani.
Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan terlihat dari pencapaian
kemampuan akademis dan non-akademik tingkat lanjut, memberdayakan
lulusan untuk secara aktif mengatasi dinamika sosial yang berkembang
dalam masyarakat.
Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan mengenai Stratetegi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur Pendidikan Sekolah Dasar Di kota Mataram Tahun 2021-2023
maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran mengenai hasil
penelitianya agar dapat membantu pihak Bappeda dalam upaya pemerataan

pembangunan infrastruktur pendidikam, sebagai berikut:
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1. Meningkatkan komunikasi dengan instansi terkait dapat meningkatkan
efektivitas koordinasi pemerintah daerah dalam pengembangan kualitas
infrastruktur pendidikan. Hal ini pada gilirannya akan menyempurnakan
penyusunan rancangan RKPD.

2. Meningkatkan ketenagakerjaan Bappeda berdasarkan kualifikasi
pendidikannya dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana yang memudahkan pelaksanaan tanggung jawabnya.

3. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk
meningkatkan kinerja Bappeda guna mengoptimalkan penyusunan

RKPD dan menyelaraskannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.
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